
2636 

 

Tarif Pajak, Sunset Clause, Peredaran Bruto,  Kemanfaatan NPWP dan  Kepatuhan 
Wajib Pajak 

 
Desak Kade Bunga Ayu Pradnyani1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Udayana, Indonesia 

Naniek Noviari2 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Udayana, Indonesia 

 
Surel :  bungaayupr@gmail.com  

ABSTRAK 
Kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, khususnya 

kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan 
pada tahun 2015-2020. Hal ini tercermin melalui jumlah wajib 

pajak yang menyampaikan SPT tahunan tidak sebanding dengan 

jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh tarif pajak, sunset clause, peredaran 

bruto dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 

responden wajib pajak orang pribadi dan badan  UMKM dengan 
menggunakan rumus slovin. Metode penentuan sampel 

menggunakan teknik nonprobably sampling yaitu accidental 
sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto 

dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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Tax Rates, Sunset Clause, Gross Circulation, Benefits of 
TIN and Taxpayer Compliance 

 

ABSTRACT 
MSME taxpayer compliance is still low, especially the compliance of 
taxpayers registered at the Tabanan Pratama Tax Service Office 2015-
2020. This is reflected in the number of taxpayers who submit annual 
tax returns that are not proportional to the number of registered 
taxpayers. The purpose of this study was to examine the effect of tax 
rates, sunset clause, gross circulation, and the benefits of Taxpayer 
Identification Numbers (TIN) on MSME taxpayer compliance. The 
number of samples used was 100 using accidental sampling. Data 
collection was carried out through interviews and questionnaires. The 
analysis technique used in this research is multiple linear regression 
analysis.  The results showed that the tax rate, sunset clause, gross 
circulation, and TIN benefits had a positive effect on MSME taxpayer 
compliance. 
  
Keywords: Tax Rates; Sunset Clause; Gross Circulation; TIN 

Benefits; Taxpayer Compliance. 
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PENDAHULUAN 
Penerimaan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam kemandirian suatu 
negara. Hal ini dikarenakan kemandirian suatu negara dapat dilihat apabila 
negara tersebut mampu membiayai pembangunannya sendiri (Matarirano et al., 
2019). Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu bentuk 
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan negara 
(Nkundabanyanga et al., 2017). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 
telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah 
satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pajak penghasilan final yang 
dikenakan pada UMKM. 

Pada “tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami 
peningkatan dari tahun 2015 yang pada awalnya 24,87 persen menjadi 29,89 
persen. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 35,02 persen. 
Pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu berada pada presentase 
37,02 persen. Pada tahun 2019, kembali terjadi kenaikan hingga mencapai kisaran 
49,68 persen. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup pesat yaitu pada 
kisaran 87,68 persen. Namun capaian kepatuhan pajak tersebut masih belum 
maksimal karena belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan belum maksimal.” 

Besarnya kontribusi UMKM dalam perpajakan menjadi salah satu perhatian 
bagi pemerintah. Salah satu bentuk perhatian pemerintah dengan 
diberlakukannya tarif pajak 0,5 persen. Tujuan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 
2018 diharapkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih 
kecil. Sehingga UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk 
mengembangkan usaha dan melakukan investasi (Fauziati & Kassim, 2018). 
“Penurunan tarif pajak juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wajib 
pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan dan memberikan keadilan bagi wajib 
pajak (Gherghina et al., 2020). Pemberlakuan tarif pajak yang adil dapat 
memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Abdul & Mcfie, 2020). 

Faktor “lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kebijakan 
sunset clause. Sunset clause / jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah 
atas pengenaan tarif pajak final bagi wajib pajak. Sunset clause bertujuan agar wajib 
pajak UMKM dapat menyelenggarakan pembukuan secara bertahap dan 
terciptanya ekonomi yang mandiri (Permatasari & Purposari, 2018). Sunset clause 
memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib 
pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai 
dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.” 

Peredaran “bruto usaha merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh akan melaporkan jumlah 
peredaran bruto usaha sesuai dengan penghasilan yang diterima.  Peredaran bruto 
dianggap memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung 
menyembunyikan penghasilannya. Hal ini karena semakin tinggi peredaran bruto 
maka semakin tinggi pula pajak terutang. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah 
mendaftarkan diri untuk memeroleh nomor pokok wajib pajak (Night & 
Bananuka, 2020). Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap 
wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
(Paramaduhita & Mustikasari, 2018). 

“Kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai manfaat yang 
diperoleh wajib pajak atas NPWP tersebut. Wajib pajak akan patuh untuk 
mendaftarkan diri apabila memeroleh manfaat atas kepemilikan NPWP (Sania & 
Yudianto, 2018). Manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP 
dapat memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi 
juga untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior. Teori ini mengemukakan bahwa  
perilaku dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk 
melakukannya (Tucker et al., 2020). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan 
keputusan seseorang dalam menentukan perilaku apakah bersedia untuk patuh 
atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemauan untuk 
patuh ini dipengaruhi oleh sikap atau cara pandang individu dan pengaruh orang 
lain (Nguyen et al., 2019).” 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Permatasari & Purposari 
(2018), Yuliyanah et al., (2018), dan Dira (2019). Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya terletak pada variabel terikat yang diteliti yaitu variabel 
kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
yaitu terletak pada variabel bebas, objek dan lokasi penelitian. Penelitian 
sebelumnya menggunakan wajib pajak pribadi UMKM sebagai objek penelitian 
sedangkan “pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak 
pribadi dan badan UMKM. Lokasi penelitian ini terletak di KPP Pratama 
Tabanan.” 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan hasil dari penjabaran 
teori-teori yang sudah ada serta kajian pustaka yang digunakan sebagai tuntutan 
dalam memecahkan masalah penelitian ini. Kerangka konseptual dari penelitian 
ini dapat dilihat pada Gambar 1, sebagai berikut. 
 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Kerangka Konseptual 
Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan theory of planned behavior, besarnya tarif pajak berkaitan dengan 
subjective norm yaitu persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang 
berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya 
perilaku tertentu (Munir et al., 2019). Pada hubungan yang bersifat vertikal, 
harapan dapat dipersepsi sebagai tuntutan sehingga pembentukan norma 
subjektif akan diwarnai oleh adanya motivasi untuk patuh terhadap tuntutan 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Buhmann & Bronn, 2018). 
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Pemerintah “menuntut wajib pajak untuk taat akan kewajiban perpajakan. 
Pemerintah memberikan kebijakan tarif final 0,5 persen bertujuan untuk 
memberikan motivasi wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan 
dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Alasfour et al., (2016) 
menyatakan bahwa ketika sistem perpajakan dianggap tidak adil karena tarif 
pajak terlalu tinggi sehingga wajib pajak mengalami kendala keuangan. Tarif 
pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat 
mendorongnya untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Semakin adil tarif pajak 
yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk 
melaporkan pajak terutangnya.” 

Berdasarkan penelitian Meikhati & Kasetyaningsih (2019) menemukan 
bahwa penerapan tarif pajak 0,5 persen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak untuk membayar pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian 
Noviana et al., (2019) menemukan bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadhor et al., 
(2020) menyatakan “bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif 
terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan pajak. Kumaratih & Ispriyarso 
(2020) menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Final 0,5 persen 
merupakan faktor pendukung meningkatnya kepatuhan pelaku usaha UMKM 
sebagai wajib pajak. Indriana et al., (2020) menemukan bahwa penerapan PP No. 
23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Berdasarkan 
uji empiris sebelumnya, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut.” 
H1  : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, sunset clause berkaitan dengan 
perceived behavioral control yaitu persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya 
mewujudkan suatu perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh 
keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, 
kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan (control belief strength) yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran 
sumber daya tersebut dalam mewujudkan perilaku.” 

Sunset clause merupakan suatu kebijakan yang diberikan pemerintah kepada 
wajib pajak UMKM berupa jangka waktu atas pengenaan tarif pajak final. Sunset 
clause atau jangka waktu pengenaan ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat 
menyelenggarakan pembukuan secara bertahap dan mengembangkan usaha. 
Sehingga sunset clause menjadi suatu kesempatan untuk belajar secara bertahap 
bagi wajib pajak yang awalnya merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan karena kurangnya pemahaman dalam pembukuan dan penyusunan 
laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Pemberlakuan sunset clause 
(jangka waktu) membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Hal ini karena jangka waktu yang diberikan mendorong 
wajib pajak dalam menyelenggarakan dan pengembangan usaha. Sehingga 
semakin cukup waktu bagi pelaku UMKM dalam menyelenggarakan dan 
pengembangan usaha maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Permatasari & Purposari (2018) menemukan bahwa sunset clause berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.” 
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H2 : Sunset clause berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
“Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak apabila dikenakan 

pajak atas penghasilan yang tidak seberapa (rendah) dari yang mereka terima, 
sehingga cenderung untuk menolak atau tidak patuh untuk membayar pajak. 
Sebaliknya wajib pajak merasa bahwa mereka akan lebih mudah atau lebih sadar 
untuk membayar pajak ketika peredaran bruto mereka tinggi atau ketika memang 
omzet mereka sudah mencapai kriteria yang harus dikenakan pajak oleh 
pemerintah. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa mampu untuk membayar 
pajak ketika peredaran bruto usaha mereka tinggi. Sehingga semakin tinggi 
peredaran bruto maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.” 

Berdasarkan penelitian Supriyono et al., (2021) terdahulu menemukan 
bahwa peredaran bruto berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Hanifah & Yudianto (2019) menemukan bahwa peredaran bruto berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan. 
Yuliyanah et al. (2018) menemukan bahwa peredaran bruto berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Manafe et al., (2020) menemukan bahwa peredaran bruto 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
H3 : Peredaran bruto berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

“Wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memeroleh 
manfaat atas kepemilikan NPWP (Sania & Yudianto, 2018). Manfaat yang 
diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP dapat memotivasi wajib pajak tidak 
hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban 
perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Dira (2019) 
menemukan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Taurina et al., (2017) menemukan bahwa 
kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sania 
& Yudianto (2018) menemukan bahwa kemanfaatan NPWP secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.” 
H4 : Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
METODE PENELITIAN 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif 
menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen yakni untuk 
mengetahui pengaruh tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto dan kemanfaatan 
NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan di KPP 
Pratama Tabanan karena jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan 
mengalami peningkatan di setiap tahunnya namun tidak sebanding dengan 
jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Tabanan. 
Disamping itu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tabanan belum 
maksimal jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunnya. 
Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. Objek dari penelitian ini terdiri dari kepatuhan 
wajib pajak UMKM, tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto dan kemanfaatan 
NPWP.  
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Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data jumlah UMKM di 
Kabupaten Tabanan, jumlah wajib pajak UMKM terdaftar dan data jumlah wajib 
pajak UMKM yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Tabanan serta hasil 
kuesioner yang sudah dikuantitatifkan. Penelitian ini menggunakan data 
kualitatif berupa nama, skema struktur organisasi serta gambaran umum KPP 
Pratama Tabanan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
melalui pernyataan responden dalam menjawab kuesioner yang disebarkan pada 
KPP Pratama Tabanan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data jumlah UMKM di Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari Dinas 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabanan, data jumlah wajib pajak UMKM yang 
terdaftar dan data jumlah wajib pajak UMKM yang menyampaikan SPT tahunan 
di KPP Pratama Tabanan dari tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan 
kuesioner sebagai metode pengumpulan data primer, maka perlu dilakukan uji 
validitas dan reliabilitas agar kuesioner layak digunakan. Pengukuran atas 
jawaban dari tanggapan responden menggunakan skala likert. Skala ini 
digunakan untuk sikap, pendapat, dan persepsi orang atau kelompok orang 
tentang fenomena sosial. Pernyataan ini akan diukur dengan skala 1 sampai 5. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang 
terdaftar di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2020 yang berjumlah 105.103 wajib 
pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Tabanan pada tahun 2020 berjumlah 100 responden. Teknik sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling. 
Kriteria yang dipilih sebagai responden yaitu wajib pajak UMKM (memiliki 
peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun) yang terdaftar di KPP 
Pratama Tabanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
Wawancara dan Kuesioner Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Persamaan 
matematis untuk hubungan yang dihopetesiskan dapat dirumuskan sebagai 
berikut.    
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε……………………………………..…….(1) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penggambaran mengenai responden dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan 
menyajikan karakteristik responden yang didasarkan pada 4 aspek, yaitu jenis 
kelamin, jenis usaha, kepemilikan NPWP, peredaran bruto dan skala usaha. 
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden yang mendominasi yaitu berjenis 
kelamin laki-laki dengan presentase 73 persen dan responden berjenis kelamin 
perempuan dengan presentase 27 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan adalah 
berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan jenis usaha, mayoritas jenis usaha yang 
digeluti responden adalah perdagangan dengan presentase 75 persen, jasa tidak 
sehubungan pekerjaan bebas dengan presentase 19 persen, jasa sehubungan 
pekerjaan bebas dengan presentase 0 persen dan jenis usaha industri dengan 
presentase 6 persen.  

Berdasarkan kepemilikan NPWP, jumlah responden yang memiliki NPWP 
sejumlah 100 orang dan responden yang tidak memiliki NPWP sejumlah 0 orang.  
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Berdasarkan peredaran bruto, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 
memiliki peredaran bruto ≤ 4,8 miliar yaitu sejumlah 100 orang. “Hal tersebut 
sejalan dengan kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto ≤ 4,8 miliar dalam setahun. 
Mayoritas responden memiliki jenis usaha mikro (memiliki omset tahunan 
maksimal Rp 300.000.000,00) yakni sejumlah 56 UMKM (56 persen) dengan rata-
rata peredaran bruto sebesar Rp. 115.273.971,23. Selanjutnya 39 UMKM (39 persen) 
merupakan jenis usaha kecil (memiliki omset tahunan antara Rp 300.000.000,00 
hingga Rp 2.500.000.000,00) dengan rata-rata peredaran bruto sebesar 
Rp.725.145.180,61. Kemudian sisanya 5 UMKM (5 persen) merupakan usaha 
menengah (memiliki omset tahunan antara Rp 2.500.000.000,00 hingga Rp 
50.000.000.000,00) dengan rata-rata peredaran bruto sebesar Rp. 3.304.076.000,00. 
Berdasarkan jenis kepemilikan, mayoritas responden berasal dari wajib pajak 
pribadi UMKM yaitu sejumlah 79 wajib pajak dan 21 lainnya merupakan wajib 
pajak badan UMKM.” 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang 
digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto, 
kemanfaatan NPWP, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien korelasi 
dengan “skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30 dengan 
signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan 
dalam instrument penelitian tersebut valid dan layak digunakan sebagai 
instrument penelitian. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh 
instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari 0,60. Sehingga 
dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau 
kehandalan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.” 
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Tarif Pajak (X1) 100 32 63 51,66 6,503 

Sunset Clause (X2) 100 9 20 15,91 2,621 

Peredaran Bruto (X3) 100 12 25 20,72 3,078 

Kemanfaatan Npwp (X4) 100 29 40 34,61 3,484 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 100 23 40 33,52 3,955 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Variabel Tarif Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai 
maksimum sebesar 63, mean sebesar 51,66 dan standar deviasi sebesar 6,503. Hal 
ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya 
adalah 6,503. Variabel Sunset Clause (X2) memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai 
maksimum sebesar 20, mean sebesar 15,91 dan standar deviasi sebesar 2,621. Hal 
ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya 
adalah 2,621. Variabel Peredaran Bruto (X3) memiliki nilai minimum sebesar 12, 
nilai maksimum sebesar 25, mean sebesar 20,71 dan standar deviasi sebesar 3,078. 
Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-
ratanya adalah 3,078. Variabel Kemanfaatan NPWP (X4) memiliki nilai minimum 
sebesar 29, nilai maksimum sebesar 40, mean sebesar 34,61 dan standar deviasi 
sebesar 3,484. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap 
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nilai rata-ratanya adalah 3,484 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai 
minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 40, mean sebesar 33,52 dan standar 
deviasi sebesar 3,955. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data 
terhadap nilai rata-ratanya adalah 3,955.” 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 
No. Kolmogorov-Smirnov Z Unstandardized Residual 

1. N 100 

2. Kolmogorov-Smirnov Z 0,701 

3. Asymp. Sig. (2-tailed) 0,710 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2, didapat nilai signifikansi sebesar 
0,710. Karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal. 
Tabel 3. Hasil Uji Multikoleniaritas 

No. Variabel Tolerance VIF 

1. Tarif Pajak (X1) 0,746 1,341 

2. Sunset Clause (X2) 0,712 1,404 

3. Peredaran Bruto (X3) 0,696 1,438 

4. Kemanfaatan NPWP (X4) 0,771 1,297 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari seluruh 
variable tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih 
besar dari 10 persen dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan 
regresi bebas dari multikolinearitas.” 
Tabel 4. Hasil Uji Heterokedasitas 

No. Variabel Bebas Signifikansi 

1. Tarif pajak 0,682 

2. Sunset clause 0,669 

3. Peredaran bruto 0,253 

4. Kemanfaatan NPWP 0,380 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi dari variabel tarif pajak 
sebesar 0,682, sunset clause sebesar 0,669, peredaran bruto sebesar 0,253, dan 
kemanfaatan NPWP sebesar 0,380. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti 
tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap absolute residual. Dengan 
demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 
ditunjukkan oleh nilai determinasi total (R Square) sebesar 0,687 mempunyai arti 
bahwa sebesar 68,7 persen variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi 
tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto, dan kemanfaatan NPWP, sedangkan 
sisanya sebesar 31,3 persen djelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke 
dalam model. nilai Fhitung sebesar 52,127 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05, maka 
disimpulkan bahwa pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan yang nyata 
(signifikan). Hasil ini mempunyai arti bahwa ada pengaruh signifikan antara 
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faktor tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto, dan kemanfaatan NPWP secara 
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak” 
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

No. Variabel Unstandardized 
Beta 

Std. 
Error 

Standardized 
Beta 

T hitung Sig. Uji t 

1. Constant -2,164 2,575  -0,840 0,403 
2. Tarif Pajak (X1) 0,084 0,040 0,139 2,088 0,039 

3. Sunset Clause 
(X2) 

0,265 0,103 0,176 2,583 0,011 

4. Peredaran 
Bruto (X3) 

0,295 0,088 0,230 3,340 0,001 

5. Kemanfaatan 
NPWP (X4) 

0,606 0,074 0,534 8,171 0,000 

Adjusted R Square: 0,674 

F :52.127  
Sig. : .000 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Tarif pajak menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,039 dengan nilai thitung 
sebesar 2,088. Signifikansi X1 yaitu 0,039 yaitu lebih rendah dengan 0,05 (0,0039 < 
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sejalan dengan hipotesis 
alternatif pertama (H1) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin adil tarif pajak yang diberikan, maka 
kepatuhan WP UMKM semakin meningkat. Hal ini ini berarti ketika tarif pajak 
semakin kecil maka kesadaran wajib pajak UMKM untuk melakukan pemenuhan 
perpajakan semakin meningkat. Karena persepsi wajib pajak mengenai tarif pajak 
yang semakin rendah maka pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Sehingga 
hal tersebut akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak dimana akan 
menguntungkan usahanya. Hasil ini mendukung Theory of Planned Behavior bahwa 
tarif pajak berkaitan dengan subjective norm. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian dari Noviana et al., (2019), Nadhor et al., (2020), Indriana et al., (2020) 
yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak.” 

Sunset clause menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,011 dengan nilai thitung 
sebesar 2,583. Signifikansi X2 yaitu 0,011 yaitu lebih rendah dengan 0,05 (0,0011 < 
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sejalan dengan hipotesis 
alternatif kedua (H2) yang menyatakan sunset clause berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin adil sunset clause maka tingkat kepatuhan 
WP UMKM semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa sunset clause memberikan 
kesempatan bagi WP UMKM untuk belajar secara bertahap dalam 
menyelenggarakan pembukuan dan mengembangkan usaha. Sunset clause 
menjadi suatu kesempatan untuk belajar secara bertahap bagi wajib pajak yang 
awalnya merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena 
kurangnya pemahaman dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan 
sesuai dengan standar akuntansi. Pemberlakuan sunset clause (jangka waktu) 
mendorong wajib pajak untuk patuh dan tidak terlalu keberatan untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Hasil ini mendukung theory of planned behavior bahwa sunset 
clause berkaitan dengan perceived behavioral control. Penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian dari Permatasari & Purposari (2018) yang menyatakan bahwa sunset 
clause berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.” 

Peredaran bruto menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,001 dengan nilai 
thitung sebesar 3,340. Signifikansi X3 yaitu 0,001 yaitu lebih rendah dengan 0,05 
(0,001 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sejalan dengan 
hipotesis alternatif ketiga (H3)” yang menyatakan peredaran bruto berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi nilai peredaran bruto 
maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa wajib 
pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak ketika nilai peredaran bruto tinggi. 
Kebanyakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak ketika nilai 
peredaran bruto usaha mereka rendah, khususnya wajib pajak UMKM yang masih 
dalam kategori mikro. Hasil ini mendukung Theory of Planned Behavior bahwa 
peredaran bruto berkaitan dengan attitude toward the behavior. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian dari Manafe et al., (2020) yang menyatakan bahwa peredaran 
bruto berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kemanfaatan NPWP menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,000 dengan 
nilai thitung sebesar 8,171. Signifikansi X3 yaitu 0,000 yaitu lebih rendah dengan 0,05 
(0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian sejalan dengan 
hipotesis alternatif keempat (H4) yang menyatakan kemanfaatan NPWP 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin banyak 
manfaat yang dirasakan wajib pajak akan kepemilikan NPWP maka kepatuhan 
wajib pajak semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa manfaat yang diberikan dari 
kepemilikan NPWP yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga WP 
termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya daripada wajib pajak 
yang tidak memiliki NPWP. Hasil ini mendukung Theory of Planned Behavior 
bahwa peredaran bruto berkaitan dengan attitude toward the behavior. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian dari Taurina et al., (2017) yang menyatakan bahwa 
kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai pengaruh tarif pajak, sunset 
clause, peredaran bruto dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di KPP Pratama Tabanan. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan 
bahwa variabel independen yaitu tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto dan 
kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Penelitian ini mendukung Theory of Planed Behavior yaitu menjelaskan keputusan 
seseorang dalam menentukan perilaku untuk patuh dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Kemauan untuk patuh ini dipengaruhi oleh sikap atau cara 
pandang individu dan pengaruh orang lain. Penelitian ini dapat digunakan 
sebagai motivasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi instansi pajak 
untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya pelaku wajib pajak 
UMKM di Kabupaten Tabanan. Hal ini bertujuan agar mereka menjadi wajib pajak 
yang aktif serta memahami akan pentingnya membayar pajak. Sehingga tidak 
terjadi tunggakan atau hutang pajak dari wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk menambah 
informasi yang diperlukan dan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan. 
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SIMPULAN 
Penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak, sunset clause, peredaran bruto dan 
kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lokasi penelitian 
ini dilakukan di KPP Pratama Tabanan dengan mengambil sampel sebanyak 100 
wajib pajak dari 105.103 jumlah populasi keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis 
dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan. Hal ini berarti semakin 
adil tarif pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sunset 
clause berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP 
Pratama Tabanan. Hal ini berarti semakin adil sunset clause maka semakin tinggi 
pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Peredaran bruto berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan. Hal ini berarti 
semakin tinggi nilai peredaran bruto maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan. Hal ini berarti semakin banyak manfaat 
yang dirasakan wajib pajak atas kepemilikan NPWP maka semakin tinggi pula 
tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan kajian di bidang yang 
sama hendaknya menambah variabel independen yang berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan 
variabel-variabel baru yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti 
sosialisasi pajak, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus, dst. 
Sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kemanfaatan NPWP 
merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Disarankan bagi wajib pajak yang memiliki NPWP lebih diberikan kemudahan 
dalam pengajuan kredit bank untuk pengembangan usahanya serta dipermudah 
dalam perizinan usaha. Sehingga akan mendorong wajib pajak untuk patuh akan 
kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diharapkan pengenaan tarif pajak tetap 
meninjau kemampuan UMKM sehingga tidak memberatkan dan wajib pajak akan 
lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil pengujian 
disimpulkan bahwa peredaran bruto berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Diharapkan wajib pajak secara transparan melaporkan pajak 
berdasarkan nilai peredaran bruto yang mereka terima.  Penelitian selanjutnya 
disarankan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah 
sampel sehingga hasil penelitian memberikan gambaran yang riil sesuai dengan 
yang diharapkan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode 
wawancara disamping metode kuesioner untuk mengetahui secara benar jawaban 
dari responden.” 
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